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SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

SEKRETARIES DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,
e 1 ~

Menimbang : a. bahwa _berdasarkan Stirat Bupati Sukoharjo Nomor
800/118/2022 tanggal 31 Mei 2022 perihal Penunjukkan
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharijo, yang
mengakibatkan adanya perubahan dan pergantian anggota
Tim, maka Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 800/540/2021 tentang Pembentukan Tim
Pelaksana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Sekolah
Menengah Pertama Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 perlu
diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pelaksana Bantuan
Operasional Sekolah Reguler Sekolah Menengah Pertama
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;

‘c.“i‘\bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
., dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
*Sekretaris Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun
1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4863);
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11.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan
Peratuan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah,
Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Kesetaraan;

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor
4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
280);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor
12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 236);
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Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2021 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 tentang
Pendanaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor
158);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Pelaksana Bantuan Operasional Sekolah Reguler
Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022,
dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU yaitu:

a.

melakukan verifikasi dan validasi data Satuan Pendidikan
sesuai kewenangan yang diinput pada Data Pokok
Pendidikan sesuai dengan kondisi riil;

melatih, membimbing dan mendorong Satuan Pendidikan
sesuai kewenangan untuk mengisi dan memperbaharui data
Satuan Pendidikan dalam Data Pokok Pendidikan;

membantu dan mengupayakan Satuan Pendidikan sesuai
kewenangan yang memiliki keterbatasan untuk melakukan
pendataan secara mandiri;

melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan
pengelolaan dana kepada Satuan Pendidikan sesuai
kewenangan dan dapat melibatkan pengawas sekolah,
Komite Sekolah, dan/atau masyarakat;

memerintahkan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan
untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana melalui
aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan
yang disediakan Kementerian;

melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana pada
Satuan Pendidikan sesuai kewenangan,

memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan
masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus
Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler;

memastikan  Satuan Pendidikan sesuai kewenangan
menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data Satuan
Pendidikan yang mutakhir dan bertanggung jawab atas
keabsahan isian data Satuan Pendidikan;

memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan
menyusun perencanaan berdasarkan hasil evaluasi diri
Satuan Pendidikan;
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J.  memastikan semua Rencana Kegiatan dan Anggaran
Sekolah Satuan Pendidikan telah disusun sesuai dengan
tahapan perencanaan dan penganggaran Dana Bantuan
Operasional Sekolah Reguler;

k. memastikan semua Rencana Kegiatan dan Anggaran
Sekolah Satuan Pendidikan sesuai kewenangan telah diinput
dalam sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran
Satuan Pendidikan yang disediakan Kementerian; dan

l.  memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai dengan
tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan
Operasional Sekolah Reguler.

m. melaporkan hasil pelaksanaan dana bertanggung jawab
kepada Sekretaris Daerah.

KETIGA . Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor : 800/540/2021 tentang
Pembentukan Tim Pelaksana Bantuan Operasional Sekolah
Reguler Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Sukoharjo Tahun
2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA . Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal \D JuMl 20270

- SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

="

2 WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:
1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;
3. Anggota  Tim yang bersangkutan
bersangkutan.




5

Lampiran :

Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukohajo
Nomor : 800 /242- TAHUN 2027

Tanggal: |0 yuNt 2022

SUSUNAN TIM PELAKSANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH REGULER
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN SUKOHARJO

TAHUN 2022
NO NAMA/NIP/JABATAN KEDUDUKAN KETERANGAN
DALAM TIM

1 2 o 4

1. | Sekretaris Daerah Kabupaten | Pengarah Memberikan saran, masukan,
Sukoharjo dan pengarahan

2. | Kepala Dinas Pendidikan dan | Ketua Bertangung jawab atas
Kebudayaan Kabupaten semua  kegiatan  pengelolaan
Sukoharjo Program Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Reguler Sekolah
Menengah Pertama

3. |Sekretaris Dinas Pendidikan | Sekretaris Bertanggung jawab atas
dan Kebudayaan Kabupaten pengelolaan administratif yang
Sukoharjo menunjang kegiatan

4. | Kepala Sub Bagian Keuangan | Anggota Bertanggungjawab sesuai dengan
pada Sekretariat Dinas bldang tugasnya
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sukoharjo

5. | Suminto Anggota Bertanggungjawab sesuai dengan
NIP. 19740702 201406 1 002 bldang tugasnya
Pelaksana Pengadministrasian
Umum pada Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten
Sukoharjo

6. | Sudi Winasih, S.E Anggota Bertanggungjawab sesuai dengan
Pelaksana Pengadministrasian
Umum pada Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten
Sukoharjo

7. | Suharja, S.Sos Anggota Bertanggungjawab sesuai dengan

NIP. 19650627 200701 1 017
Pengolah Daftar Gaji pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sukoharjo

bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

A

 WIDODO




